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PROFIL PENULIS 
 

 

 

Sherlie Evabioni Latuamury, S.E., M.Ak. lahir di Ujung Pandang pada 

31 Maret 1980. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi pada 

tahun 2004 di Universitas 45 Makassar dan meraih gelar Magister 

Akuntansi tahun 2012 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan 

Administrasi Indonesia, Jakarta. Dengan latar belakang di bidang 

akuntansi dan perpajakan, ia aktif mengajar berbagai mata kuliah 

seperti Akuntansi Keuangan, Perpajakan, dan Analisis Laporan 

Keuangan. Untuk menunjang keahlian profesionalnya di bidang 

perpajakan, ia telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan Brevet 

Pajak A dan B. Pelatihan tersebut memperkuat pemahamannya 

dalam aspek teknis dan regulasi perpajakan yang sangat berguna dalam pengajaran dan 

pembimbingan mahasiswa. Selain itu, ia juga aktif menyusun buku ajar, modul, dan materi 

pembelajaran lain yang aplikatif sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan perkembangan 

dunia industri. Komitmennya terhadap pendidikan tinggi tercermin dalam 

keterlibatannya pada berbagai kegiatan akademik, seminar, dan pelatihan. Dengan 

semangat belajar yang tinggi dan pengalaman mengajar yang luas, ia terus berupaya 

mencetak lulusan yang unggul dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata 

dalam pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan di lingkungan kampus maupun 

masyarakat luas.  

     

  



 

90 | PERPAJAKAN KOMPREHENSIF: Teori, Kasus dan Analisa 

Satiah Latuconsina, S.E., M.Ak. adalah dosen tetap di bidang 

akuntansi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Program 

Studi D-III Akuntansi. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana 

(S-1) di bidang Akuntansi pada tahun 1993 dan 

menamatkan Magister (S-2) di bidang yang sama pada 

tahun 2010, keduanya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE) Swadaya, Jakarta. Untuk memperkuat 

kompetensinya dalam bidang perpajakan, beliau telah 

mengikuti pelatihan Brevet Pajak A dan B. Mata kuliah yang 

diampunya antara lain Perpajakan, Sistem Informasi 

Akuntansi, dan Audit. Dengan pengalaman akademik dan 

praktis yang luas, beliau aktif dalam pengembangan 

kurikulum, penyusunan bahan ajar, serta membimbing 

mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun praktikum. Komitmennya dalam dunia 

pendidikan tercermin dari perannya dalam menciptakan proses belajar yang aplikatif dan 

sesuai dengan kebutuhan industri. 

 


